
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1805, 2017 BKN. Tunjangan Kinerja. Pemberian, Pemotongan, 

dan Penghentian Pembayaran.  
 

PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 23 TAHUN 2017 

TENTANG 

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN PEMBAYARAN 

TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  

DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan 

Presiden Nomor 123 Tahun 2017 tentang Tunjangan 

Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian 

Negara, perlu mengatur kembali pemberian, pemotongan, 

dan penghentian pembayaran tunjangan kinerja pegawai 

di lingkungan Badan Kepegawaian Negara; 

b. bahwa Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian, 

Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan 

Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian 

Negara sudah tidak sesuai dengan kebutuhan sehingga 

perlu diganti; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan   

Peraturan Badan Kepegawaian Negara tentang Tata  Cara 

Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan 

Kepegawaian Negara; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang  Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5494); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang 

Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5135); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037); 

4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2013 tentang Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 128); 

5. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2017 tentang 

Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan 

Kepegawaian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 267); 

6. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan 

Kepegawaian Negara (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 998) sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara 

Nomor 31 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 19 Tahun 

2014 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 1282); 

7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 

Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Regional Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1834); 

8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 

Tahun 2015 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di 

Lingkungan Badan Kepegawaian Negara (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 961); 
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9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 36 

Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Penyelenggara Seleksi Calon dan Penilaian Kompetensi 

Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1382); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG  

TATA CARA PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN 

PENGHENTIAN PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA 

PEGAWAI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA. 

   

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 

1. Pegawai Negeri Sipil Badan Kepegawaian Negara yang 

selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil 

Badan Kepegawaian Negara dan Pegawai Negeri Sipil 

yang dipekerjakan atau diperbantukan, termasuk Calon 

Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Badan Kepegawaian 

Negara. 

2. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan 

kepada Pegawai berdasarkan kelas jabatan yang 

dibayarkan sesuai capaian kinerja. 

3. Kelas Jabatan adalah penentuan dan pengelompokan 

tingkat jabatan berdasarkan nilai suatu jabatan. 

4. Cuti Melahirkan adalah  keadaan tidak masuk kerja yang 

diizinkan dalam jangka waktu tertentu bagi Pegawai 

wanita yang melahirkan anak pertama sampai dengan 

kelahiran anak ketiga pada saat menjadi PNS. 

5. Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja 

karena alasan kesehatan. 

6. Cuti Sakit adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk 

bekerja karena alasan kesehatan yang dibuktikan dengan 

surat keterangan dokter. 

www.peraturan.go.id



2017, No.1805 -4- 

7. Cuti Sakit Rawat Inap adalah kondisi Pegawai yang sakit 

dan menjalani rawat inap yang dibuktikan dengan surat 

keterangan rawat inap dari puskesmas, rumah sakit, 

atau unit pelayanan kesehatan lainnya. 

8. Cuti Sakit Rawat Jalan adalah kondisi Pegawai yang 

menjalani rawat jalan setelah selesai menjalani rawat 

inap dibuktikan dengan surat keterangan istirahat dari 

puskesmas, rumah sakit, atau unit pelayanan kesehatan 

lainnya. 

9. Izin adalah kondisi Pegawai yang tidak masuk bekerja 

karena alasan keperluan pribadi atau keluarga 

berdasarkan persetujuan atasan langsung.  

10. Tanpa Keterangan adalah kondisi Pegawai yang tidak 

masuk bekerja tanpa memberikan alasan yang sah. 

11. Alasan yang Sah adalah alasan yang dapat 

dipertanggungjawabkan dan disampaikan secara tertulis 

dalam bentuk surat permohonan serta disetujui oleh 

atasan langsung. 

12. Daftar Hadir adalah pengisian kehadiran yang dilakukan 

oleh Pegawai pada jam masuk dan/atau pulang bekerja 

baik secara elektronik dan/atau manual. 

13. Terlambat Masuk Bekerja adalah Pegawai yang mengisi 

Daftar Hadir setelah jam masuk bekerja yang ditentukan. 

14. Pulang Cepat adalah Pegawai yang mengisi Daftar Hadir 

sebelum jam pulang bekerja yang ditentukan. 

15. Perjalanan Dinas adalah Pegawai yang melakukan 

perjalanan kedinasan baik di dalam negeri maupun di 

luar negeri. 

16. Hukuman Disiplin adalah hukuman yang dijatuhkan 

kepada Pegawai karena melanggar ketentuan disiplin 

Pegawai Negeri Sipil. 

17. Banding Administratif adalah upaya administratif yang 

dapat ditempuh oleh Pegawai yang tidak puas terhadap 

hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat 

tidak atas permintaan sendiri. 

18. Tunjangan Tugas Belajar adalah tunjangan yang 

diberikan kepada Pegawai yang melaksanakan tugas 
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belajar antara lain berupa biaya perkuliahan, uang buku, 

uang transportasi, dan/atau biaya pemondokan. 

19. Laporan Kinerja Pegawai adalah laporan kegiatan yang 

dilakukan oleh setiap Pegawai yang dibuat setiap akhir 

bulan dan digunakan sebagai salah satu dasar 

pembayaran Tunjangan Kinerja.  

 

BAB II 

PEMBERIAN, PEMOTONGAN, DAN PENGHENTIAN   

PEMBAYARAN TUNJANGAN KINERJA PEGAWAI  

 

Pasal  2 

(1) Pegawai diberikan Tunjangan Kinerja setiap bulan, selain 

penghasilan menurut peraturan perundang-undangan. 

(2) Besarnya Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) didasarkan pada kelas jabatan. 

(3) Besarnya Tunjangan Kinerja untuk Calon Pegawai Negeri 

Sipil yaitu 80% (delapan puluh perseratus) dari kelas 

jabatan pelaksana di unit kerjanya yang melaksanakan 

tugas dan pekerjaan yang berkaitan dengan kebutuhan 

jabatan yang dilamar.  

(4) Kelas jabatan dan besarnya Tunjangan Kinerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam 

Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan 

dari Peraturan Badan ini.  

(5) Tunjangan kinerja diberikan setelah mempertimbangkan 

capaian kinerja individu.  

 

Pasal 3 

Pajak penghasilan atas Tunjangan Kinerja sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 2 dibebankan kepada Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Negara pada tahun anggaran yang 

bersangkutan. 

 

Pasal 4 

Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

tidak diberikan kepada: 
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